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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan yang pesat pada era globalisasi saat ini menyebabkan adanya 

peningkatan kebutuhan global, fenomena tersebut ditandai dengan semakin kompleksnya 

perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara- negara dunia. Seiring berjalannya 

waktu, memunculkan banyak tragedi pencemaran lingkungan salah satunya adalah 

semakin meningkatnya jumlah limbah di dunia baik Non B3 maupun B3 (Bahan 

Berbahaya Beracun) terutama dalam bidang industri. Sehingga tercipta nya praktik 

perdagangan limbah yang dilakukan negara-negara industri dengan tujuan nya yaitu 

negara berkembang. Dalam melakukan perdagangan limbah, negara-negara industri tidak 

hanya fokus terhadap limbah Non B3, tetapi juga menjadikan limbah B3 masuk dalam 

komoditas praktik perdagangan limbah ini dikarenakan semakin tingginya biaya 

pengelolaan limbah B3.  

Praktik perdagangan limbah ini kemudian mendapat perhatian khusus dari rezim 

lingkungan global, karena menjadikan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) ini 

masuk dalam komoditas impor. Sehingga, terciptanya Konvensi Basel yaitu sebuah 

konvensi yang mengatur ketat tentang perpindahan limbah B3 yang bertujuan untuk 

melindungi kesehatan manusia serta lingkungan dari dampak buruk limbah B3  (UNEP, 

2014). Dapat juga dipahami Limbah B3 merupakan sisa suatu kegiatan yang sulit atau 

tidak bisa diolah lagi karena mengandung zat yang dapat membahayakan lingkungan 

hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, contohnya 

seperti pembasmi serangga, pemutih pakaian, batu baterai, dan sisa asam sulfat serta bahan 

lain yang memiliki sifat B3 (Indonesia, 2019). 
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Konvensi Basel mulai berlaku sejak Mei 1992. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang meratifikasi Konvensi Basel pada 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden 

Nomor 61 Tahun 1993 dan dijelaskan kembali pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 

2005, Peraturan Presiden No.60 Tahun 2005, sekaligus membuat Undang-Undang untuk 

mengatur penerapan impor limbah di indonesia. 

Pertama, Undang - Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan 

hidup pada pasal 1 Ayat (16), memuat definisi limbah B3 kedua, Undang - Undang No. 32 

tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 69 

menyebutkan “ Melarang atau setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke wilayah 

NKRI” dan Undang – Undang No. 101 Tahun 2014. Kemudian kebijakan melarang praktik 

impor limbah B3 internasional ini mulai diterapkan sebagai sikap kepatuhan Indonesia 

terhadap Konvensi Basel.Tetapi, setelah melakukan ratifikasi dan adanya kebijakan 

tersebut faktanya pada tahun 2012, pemerintah membuat kesepakatan ekspor-impor limbah 

B3 melalui (IJEPA) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (M.Danar, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Impor Limbah Indonesia  

(Sumber : Mongabay, Solopos, KLHK, Bea Cukai, Ecoton, Jombeck, Kemenperin, diolah) 
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Kebijakan melarang praktik impor limbah internasional ini hanya berlaku pada 

jenis B3. Dengan demikian, berarti tetap ada praktik impor limbah tetapi hanya boleh pada 

jenis non B3 dan pada gambar diatas, menjelaskan impor limbah indonesia pada sepuluh 

tahun terakhir. Dimana, kebutuhan akan impor limbah plastik yang ditargetkan dalam 

110.00 ton/tahun (Indonesia, 2019), pada tahun 2018 naik drastis menjadi 283.152 ton 

yang merupakan titik tertinggi Indonesia, setelah tahun 2013 dengan 124.433 ton 

(Gokkon,2019). Hal ini juga, menambah ketidakefektifan praktik impor limbah 

internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia .  

Dalam ketidakpatuhan dan ketidakefektifan yang terjadi, pada 1 November 2018 

menteri perindustrian mengajukan izin rekomendasi impor limbah kepada menteri 

lingkungan hidup dan kehutanan (Suryani, 2019), dimana hal tersebut dapat menyebabkan 

semakin memburuknya praktik impor limbah Indonesia. Sedangkan, pada tahun yang sama 

Tiongkok melalui kebijakan nasional Sword dan Blue Sky mulai menerapkan larangan 

impor semua limbah, baik jenis non B3 maupun B3 (Dimas, 2019). Kebijakan ini 

berdampak besar pada ekspor-impor limbah dunia seperti Indonesia menjadi negara 

pengimpor kedua terbesar limbah dari Inggris dengan jumlah 67,807 ton, dari Jerman 

59,668 ton dan Australia 42,13 ton dan (Suryani, 2019). 

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2019 

tentang ketentuan impor limbah non B3, sebagai bahan baku industri yang diekspor yaitu 

tidak berasal dari kegiatan landfill, bukan sampah dan tidak terkontaminasi B3 dan limbah 

B3, dan homogen. Pemerintah melalui kebijakan ini semakin tetap menyetujui 

rekomendasi impor limbah non B3 tahun 2018 dan secara tidak langsung juga sebagai 

bentuk larangan terhadap praktik impor limbah B3. Sedangkan pada tahun 2018, Indonesia 

sedang mengalami peningkatan 141% impor limbah yang sangat mengkhawatirkan target 
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impor Indonesia per tahun (Gokkon, 2019). Namun, pemerintah tetap semakin 

menginisiasi rekomendasi impor limbah non B3 dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut.  

Peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun ini, semakin memicu bertambahnya 

volume limbah yang menumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baik Non B3 

maupun yang terindikasi B3 (tidak berhasil di re-ekspor) yang kemudian memunculkan 

berbagai masalah, terutama masalah lingkungan sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan 

larangan impor limbah B3 ini tidak mengubah apapun yang menjadi permasalahan dalam 

praktik impor limbah Indonesia karena dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia tetap 

melakukan praktik impor limbah tetapi pada jenis Non B3.  

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui 

Mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 

internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap 

menyetujui rekomendasi impor limbah non B3. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan edukasi dan referensi 

mengenai peneiltian-penelitian yang berhubungan dengan praktik impor limbah 

Indonesia. 
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1.4.2ManfaatPraktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

wawasan baru pada mahasiswa, dosen, pengamat maupun praktisi terutama di bidang 

Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik pada materi praktik impor limbah di 

Indonesia. 

1.5 Kajian Pustaka 

Penelitian ini akan menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan 

kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019, untuk menjawab 

permasalahan diatas. Peneliti melakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya yang 

memiliki keterkaitan pada penelitian ini sebagai bahan rujukan. Penelitian pertama adalah 

Kebijakan Pelarangan  Impor Limbah  B3 dan  Permasalahannya yang diteliti oleh Teddy 

Prasetiawan (2012), dalam  penelitian  ini menjelasakan  dampak dan beberapa poin 

permasalahan yang dihadapi Indonesia pada penerapan  kebijakan tersebut.  

Penelitian kedua adalah Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia 

dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel oleh Nehru Anggita (2018), pada penelitian ini 

membahas usaha Indonesia dalam mematuhi konvensi basel walaupun terdapat fakta 

bahwa Indonesia melakukan ketidakpatuhan terhadap konvensi basel dalam melakukan 

praktik impor limbah internasional.  

Penelitian ketiga adalah Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor 

Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 

(IJEPA) oleh Danar Anindito M (2012), penelitian ini meninjau hal-hal yang bertentangan 

dalam kesepakatan Ekspor-Impor Limbah B3 antara Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement (IJEPA) menggunakan hukum atau aturan internasional. 
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Dan penelitian keempat adalah Tanggung Jawab Negara dan Korperasi Terhadap 

Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip 

Bisnis dan HAM) oleh Muhammad Busyrol Fuad (2019), penelitian ini membahas 

pertanggungjawaban negara dan kooperasi terhadap impor limbah dengan menggunakan 

konsep rezim internasional (Konvensi basel). 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 Nama Penulis Teddy Prasetiawan 

Judul  Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya. 

Nama Jurnal Widyariset, Vol.15 No. 1, Hal.147 – 148. 

Tahun  2012 

Hasil Penelitian Praktik ekspor limbah B3 yang dilakukan oleh negara-

negara industri maju membawa permasalahan yang 

mengancam keselamatan manusia dan lingkungan 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Dalam hal ini dikarenakan di Indonesia masih sering 

terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh 

pengolahan limbah B3 yang salah dan  keterbatasan 

fasilitas pengolahan limbah B3.  

Perbandingan Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai 

kebijakan Indonesia melarang praktik impor B3 
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internasional. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu 

objek penelitian pada pengecualian limbah jenis non 

B3 dalam kebijakan tersebut. 

2 Nama Penulis Nehru Anggita 

 Judul Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia 

dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel 

 Nama Jurnal ejournal-s l. undip.ac.id, Vol 4, No.3, Hal. 332-340 

 Tahun 2018 

 Hasil Penelitian Pada tahun 2009-2012, penanganan perpindahan ilegal 

limbah B3 sudah cukup baik dengan adanya kebijakan 

terkait perdagangan limbah internasional. Adanya 

kesesuaian terhadap teori kepatuhan yang dijelaskan 

oleh Mitchell dengan salah satu kategori negara, yaitu 

good faith non-compliance. Dengan apa yang terjadi 

pada perilaku Indonesia yang berusaha keras dalam 

penanganan perpindahan ilegal limbah B3, walaupun 

terdapat fakta bahwa Indonesia melakukan 

ketidakpatuhan dalam melakukan praktik impor 

limbah internasional  

 Perbandingan  Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat 

ketidakpatuhan Indonesia dalam menerapkan konvensi 

basel. Perbedaan dengan penelitian saya mengenai 
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kebijakan Indonesia melarang impor limbah B3 

internasional. 

3 Nama Penulis Danar Anindito M 

 Judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-

Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-

Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) 

 Nama Jurnal Skripsi 

 Tahun 2012 

 Hasil Penelitian Adapun hal-hal yang terjadi dan bertentangan hukum 

internasional dalam kesepakatan Ekspor-Impor 

Limbah B3 antara Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement (IJEPA) 

1. Indonesia dan Jepang merupakan peserta 

Konvensi Basel sehingga berkewajiban 

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi 

Basel. Realitasnya, kesepakatan ini melanggar 

beberapa ketentuan konvensi basel karena 

mengimpor limbah B3 hanya boleh dilakukan 

oleh Jepang.  

2. Kesepakatan berbasis IJEPA ini dapat dilarang 

berdasarkan pada pasal 20 (b) GATT, pada 

prinsip Disguised restriction dan prinsip 
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Discrimination. Karena Indonesia memenuhi 

kedua prinsip tersebut dan selalu konsisten 

menolak masuknya limbah B3 dari asing dan 

tidak pernah melakukan diskriminasi dalam 

praktik perdagangan limbah B3.  

Di Indonesia, IJEPA diimplementasikan melalui 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan Agreement between the Republic of 

Indonesia and Japan for an Economic Partnership 

(Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang 

Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).  

 Perbandingan  Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai 

hukum atau aturan terkait perdagangan limbah 

internasional. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu 

berfokus terhadap pemerintah yang tetap menyetujui 

rekomendasi impor limbah non B3. 

4 Nama Penulis Muhammad Busyrol Fuad 

 Judul Tanggung Jawab Negara dan Korperasi Terhadap 

Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif 

Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM). 

 Nama Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 6. No. 1, Hal. 97 – 

125 
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 Tahun 2019 

 Hasil Penelitian Praktek perpindahan internasional limbah plastik 

dalam skema perdagangan global telah melibatkan 

berbagai kepentingan  komersial pada aspek ekspor-

impor, baik swasta maupun negara. Dalam konteks 

tersebut amandemen konvensi basel tidak melibatkan 

korporasi dalam pencegahan praktik limbah plastik 

internasional. 

 Perbandingan  Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai 

kebijakan Indonesia terkait pertanggungjawaban 

negara dalam mengelola praktik impor limbah 

internasional.  Perbedaan dari penelitian saya adalah 

menggunakan  teori pengambilan keputusan (kebijakan  

luar negeri) dengan model proses pengambilan 

keputusan simon. 

 

1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory) 

Teori pengambilan keputusan teori yang menganalisis perilaku aktor-aktor politik 

seperti eksekutif, legislatif, pemimpin kelompok kepentingan dan aktor-aktor lain yang 

berperan merumuskan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang 

merepresentasikan kepentingan negara.   
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Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis perilaku para pembuat kebijakan 

memutuskan suatu kebijakan yang merepresentasikan kepentingan nasional nya. Menurut 

Jack C. Plano & Roy Olton dalam buku The international dictionary menyatakan bahwa 

kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental suatu negara dan faktor penting 

dalam mengarahkan pembuat keputusan mengambil dan memutuskan kebijakan luar negeri 

(Olton,1982). Melalui politik luar negeri inilah, cara negara dalam mencapai suatu 

kepentingan nasional dengan merumuskan kebijakan luar negeri. 

1.6.2 Simon’s Model of Decision Process 

Pada model proses pengambilan keputusan salah satu jalan keluar dari kesulitan 

adalah dengan mencari isu atau kasus khusus dari kesulitan itu (Simon, 1978), dimana 

kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk 

mencapai dan melindungi negaranya.  

Model proses pengambilan keputusan Simon ini, digunakan penulis untuk 

mengetahui alasan pengambilan keputusan dirumuskan nya suatu kebijakan yang 

merepresentasikan kepentingan nasional suatu negara dengan 3 tahapan utama nya yaitu : 

1. Intelligence 

Pada tahap atau fase pertama ini, pemerintah atau pembuat kebijakan 

menggunakan identifikasi prioritas dan kebutuhan dengan mulai meneliti isu-isu 

pada bidang, politik, ekonomi, lingkungan dan sosial dan akan merespon semua isu 

yang muncul dan berkembang dalam masyarakat tetapi hanya isu yang perlu 

ditangani (khusus)yang masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah.  

Beberapa kondisi bagaimana isu dapat masuk dalam agenda kebijakan yaitu 

: pertama, isu sudah mencapai krisis dan tidak bisa diabaikan, dimana isu ini 
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menjadi masalah tertentu dan mengundang banyak perhatian kedua, isu tersebut 

berdampak dan membawa pengaruh luas pada masyarakat. 

2. Design 

Tahap kedua yaitu desain, beberapa rangkaian kebutuhan atau yang 

dibutuhkan dengan melalui proses analisis, pengembangan domain masalah, 

menemukan apa tindakan yang relevan dan dapat diterima serta tindakan alternatif 

untuk menangani masalah yang kemudian dirancang dan disahkan menjadi 

Undang-Undang.  

3. Choice  

Tahap ketiga yaitu choice merupakan tahap yang paling penting karena 

menggambarkan bagaimana aktivitas para pembuat kebijakan mengambil tindakan 

yang paling sesuai dan relevan dari alternatif-alternatif yang dihasilkan pada tahap-

tahap sebelumnya. 

Pada tahapan ini, pengambilan keputusan kebijakan digambarkan sebagai 

proses intelektual dan kebijakan yang dihasilkan dari tindakan rasional terutama 

perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang terkoordinasi dan 

bernalar. Dengan demikian, kebijakan yang diambil berfokus pada kepentingan 

nasional. 

1.6.3 Alur Pemikiran  

Praktik impor limbah di dunia saat ini masih terus berlanjut, Indonesia sebagai 

salah satu negara yang melakukan praktik impor limbah pada jenis Non B3 telah 

melakukan ratifikasi konvensi basel dan membuat peraturan serta kebijakan dalam 
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melakukan praktik impor limbah. Seperti kebijakan larangan praktik impor limbah B3 

internasional yang hanya berlaku pada jenis limbah B3.  

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2019 

tentang ketentuan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri yang diekspor. 

Pemerintah melalui kebijakan ini semakin tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non 

B3 tahun 2018 dan secara tidak langsung juga sebagai bentuk larangan terhadap praktik 

impor limbah B3. Sedangkan, pada tahun 2018 Indonesia sedang mengalami peningkatan 

141% impor limbah yang sangat mengkhawatirkan target impor per tahun. Untuk dapat 

mengetahui alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor 

limbah B3 internasional tahun 2019, Penulis menggunakan Simon’s Model of Decision 

Process  dengan 3 tahapan utamanya yaitu : Intelligence, design dan choice karena dapat 

menggambarkan bagaimana proses dirumuskannya kebijakan tersebut sehingga pemerintah  

memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 

internasional tahun 2019  ini. 
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Tabel 1.2 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh penulis, berdasarkan Teori Pengambilan Keputusan oleh Simon’s 

Model of Decision Process 

1.7 Argumen Utama 

Dari latar belakang dan konsep yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan 

argumen utama bahwa alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan 

impor limbah B3. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional yaitu politik, ekonomi, 

lingkungan dan sosial dalam praktik impor limbah non B3 internasional. Selain itu, dengan 

adanya kebijakan tersebut Pemerintah dapat mengawasi dan mendisiplinkan aktor-aktor 

yang berperan dalam praktik impor limbah ini. Seperti : Perusahaan dan industri daur 

Simon’s Model of Decision Process 

 

Pengambilan keputusan Kebijakan larangan 

praktik impor limbah B3 internasional dengan 

tetap menyutuji rekomendasi impor limbah non 

B3 

 

INTELLIGENCE CHOICE DESIGN 

Alasan mengeluarkan kebijakan larangan 

praktik impor limbah B3 internasional dengan 

tetap menyetujui rekomendasi impor limbah 

jenis non B3 
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ulang, yang sering kali melakukan impor limbah non B3 secara ilegal dimana, negara 

importir mendapat celah untuk menyelundupkan limbah B3 dan sampah didalamnya. 

1.8  Metode Penelitian 

1.8.1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa 

sekarang. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati (Moleong, 2007). 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya berdasarkan data yang satu dengan data 

yang lain berdasarkan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 

dan mengkaji alasan pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan kebijakan larangan praktik 

impor limbah B3 internasional tahun 2019. 

1.8.2 Definisi Konsep  

Penelitian ini mempunyai beberapa definisi konsep yaitu : 

a. Kebijakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan 

asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, 

kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). 

b. Simon’s Model of Decision Process adalah cara menggambarkan bagaimana  proses 

pengambilan kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan dan melindungi negara nya, 

melalui 3 tahapan proses utama yaitu : intelligence, design, dan choice.  
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c. Limbah menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997, Limbah 

adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah terbagi menjadi 2 jenis yaitu Limbah 

Non B3 dan B3 (Berbahaya dan Beracun). Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau 

kegiatan yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya 

dan beracun dan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung 

B3. Bahan Berbahaya dan Beracun sendiri adalah zat, energi atau komponen lain yang 

sifatnya dapat merusak atau membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia 

maupun makhluk hidup lain. 

1.8.4 Fokus dan Jangkauan Penelitian  

a. Fokus Penelitian  

Tabel 1.3 Fokus Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Deskripsi 

Simon’s Model of 

Decision Process 
Intellingence 

1. Tingkat Domestik : 

 Sistem 

pengelolaan 

sampah dan 

limbah belum 

efektif 

 Banyaknya 

perusahaan  dan 

industri daur 

ulang limbah B3 

dan Non B3. 

1. Tingkat Domestik : 

3. Sistem 

pengelolaan 

sampah dan 

limbah belum 

efektif 

4. Banyaknya 

perusahaan  

dan industri 

daur ulang 

limbah B3 dan 
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 Tingkat kualitas 

lingkungan hidup 

yang semakin 

menurun 

2.Tingkat negara bagian 

ke negara bagian : 

 Negara-negara 

importir limbah 

melakukan 

pelanggaran 

3.Tingkat Internasional  

Konvensi Basel 

Non B3. 

5. Tingkat 

kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

semakin 

menurun 

2.Tingkat negara 

bagian ke negara 

bagian : 

2 Negara-negara 

importir limbah 

melakukan 

pelanggaran 

3.Tingkat 

Internasional  

Konvensi Basel 

 

Design 

1. Penentuan situasi 

 Indonesia 

menjadi 

negara“the giant 

trashbag” dan 

mengalami 

darurat limbah 

2 Penentuan situasi 

 Indonesia 

menjadi 

negara“the 

giant 

trashbag” dan 

mengalami 
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B3. 

2. Domain masalah 

 Reformasi 

perangkat 

peraturan aturan 

praktik limbah 

jenis non B3 

darurat limbah 

B3. 

3. Domain masalah 

 Reformasi 

perangkat 

peraturan 

aturan praktik 

limbah jenis 

non B3 

 

Choice 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatif  : 

 Kelebihan dan 

kekurangan  jika 

mengeluarkan kebijakan 

larangan praktik impor 

limbah B3 internasional 

tahun 2019. 

 Kelebihan dan 

kekurangan  jika tidak 

mengeluarkan kebijakan 

larangan praktik impor 

limbah B3 internasional 

tahun 2019. 

2. Pengambilan 

3. Alternatif  : 

 Kelebihan dan 

kekurangan  

jika 

mengeluarkan 

kebijakan 

larangan 

praktik impor 

limbah B3 

internasional 

tahun 2019. 

 Kelebihan dan 

kekurangan  

jika tidak 

mengeluarkan 
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keputusan 

mengeluarkan 

kebijakan larangan 

praktik impor limbah 

B3 internasional 

dengan tetap 

menyetujui 

rekomendasi impor 

limbah non B3 

 

kebijakan 

larangan 

praktik impor 

limbah B3 

internasional 

tahun 2019. 

4. Pengambilan 

keputusan 

mengeluarkan 

kebijakan larangan 

praktik impor 

limbah B3 

internasional 

dengan tetap 

menyetujui 

rekomendasi impor 

limbah non B3 

 

b. Jangkauan Penelitian 

 Penulis membatasi penelitian analisis kebijakan Indonesia dalam melarang praktik 

impor limbah B3 internasional pada tahun 2019. Karena pada tahun tersebut pemerintah 

Indonesia semakin menginisiasi rekomendasi impor limbah non B3 melalui peraturan 

menteri perdagangan nomor 84 tahun 2019 yang secara tidak langsung juga sebagai bentuk  

melarang terhadap praktik impor limbah B3 internasional. 
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1.8.4 Unit Analisis  

 Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek 

penelitian (Hamidi, 2004). 

Unit analisis dalam  penelitian  ini adalah kebijakan larangan praktik impor limbah 

B3 internasional 2019 dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3. 

Penentuan unit analisis ini karena penulis akan meneliti dan mengidentifikasi alasan 

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melarang praktik impor limbah B3 

internasional tahun 2019. 

1.8.5 Jenis dan Sumber Data 

a.  Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Harrison 

menyatakan bahwa hal ini yang membedakannya dengan metode penelitian kuantitatif, 

yang berfokus pada analisis data yang berupa angka (Harrison, 2001). Data Kualitatif 

merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yaitu 

berupa gambaran umum objek yang meliputi proses. 

 b. Sumber Data 

Sumber Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data tersebut diperoleh dari 

sumber sumber dari buku, artikel, jurnal, annual report, media tertulis, literatur, website 

dan dokumen resmi  dokumen resmi (Harnovinsah, 2001). Penulis menggunakan sumber-

sumber data seperti objek yang diteliti penulis mengenai masalah impor limbah Indonesia, 

baik non B3 maupun B3. 
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1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi 

kepustakaan (Library Research) dan data tersebut didapatkan melalui buku, artikel, jurnal, 

annual report, media tertulis, literatur, website dan dokumen resmi dari penelitian 

sebelumnya. Dalam untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penggabungan data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga diperoleh  

jawaban dari masalah dalam penelitian ini. 

1.8.7 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data, dalam penelitian ini analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif merupakan analisis yang mengambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan 

kemudian melakukan verifikasi dari data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman 

ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992) . 

Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan mengarahkan, menggolongkan, 

menajamkan, mengorganisasi data serta menghapus yang tidak perlu sehingga diperoleh 

kesimpulan dan diverifikasi.  Dalam penelitian ini, data yang diperlukan tentang impor 

limbah jenis non B3 dan kebijakan larangan impor limbah B3.  

Dengan demikian dalam penyajian data penulis akan memilih, menyederhanakan dan 

transformasi data kasar kemudian memisahkan dari yang diperoleh, penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah berupa grafik, gambar, bagan, tabel ataupun infografis dan 

bertujuan untuk memudahkan atau menggabungkan informasi untuk selanjutnya disusun 

dan menarik kesimpulan.  
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Penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap dimana semua data sudah terkumpul dan 

telah terjamin validitasnya, kesimpulan dapat diambil sejak awal penelitian yang bisa 

disebut sebagai hipotesis. Dalam hal ini, data yang disajikan dalam bentuk teks, diperoleh 

dari hasil dan pembahasan kemudian diverifikasi atau biasa disebut proses triangulasi data 

sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai alasan pemerintah tetap mengeluarkan 

kebijakan melarang praktik impor limbah B3 internasional. 
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